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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Imigrasi 
Imigrasi berasal dari bahasa Latin migratio yang artinya perpindahan 
orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada 
istilah emigratio yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk 
dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. 
Sebaliknya, istilah imigratio dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan 
penduduk dari suatu negara u ntuk masuk ke dalam negara lain.17 
Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi dan transmigrasi ketiganya 
berasal dari bahasa Latin migration, yang berarti perpindahan penduduk.18 
Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekata atau jauh. Jadi 
dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-
besaran Dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah satu hak asasi 
manusia, yaitu memasuki negara lain.19 Sedangkan emigrasi adalah perpindahan 
penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut 
sebagai peristiwa imigrasi.20 
 Secara lengkap arti imigrasi adalah “pemboyongan orang-orang masuk 
ke suatu negeri”, atau definisi dalam bahasa Inggris dapat dirumuskan sebagai 
berikut: immigration is the entrance into an alien country of person intending to 
                                                             
17 Herlin Wijayanti, 2011. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Malang, 
Bayumedia Publishing. Hal. 129. 
18 Jazim Hamidi dan Charles Christian.(et.al.), 2015. Hukum Keimigrasian Bagi Orang 
Asing di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 1. 
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take part in the life of that country and to take it their more less permanent 
residence, artinya lebih kurang sebagai berikut: “imigrasi adalah pintu masuk ke 
negara asing dari orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam kehidupan di 
negara itu dan kurang lebih untuk tinggal menetap”.21 Menurut pasal 1 angka (1) 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud 
dengan keimigrasiannya adalah “hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau 
keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka 
menjaga tegaknya kedaulatan Negara”. 
 Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di 
Roma memberikan definisi sebagai suatu gerak pindah manusia memasuki suatu 
negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana. Misalnya 
tersedaknya suatu bangsa oleh penyerbuan atau penduduk bangsa lain atau untuk 
tugas mengembangkan agama atau alasan hanya sekedar untuk mengadu untung 
dinegara lain. Sehingga muncul selera kapitalis untuk menjajah suatu wilayah 
tertentu.22 
Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu 
melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu 
negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu 
                                                             
21 Abdullah Sjahriful (James), 1993. Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta : 
Ghalia Indonesia. Hal. 7 
22 Herlin Wijayanti, Op.cit. Hal. 130 
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kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahnya sesuai 
dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku.23 
Secara operasional, peran keimigrasian di Indonesia selalu mengandung tiga 
fungsi, yaitu : 
a) Fungsi Pelayanan Masyarakat 
Dari aspek ini imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang 
keimigrasian, baik kepada WNI maupun WNA. Pelayanan bagi WNI terdiri atas 
pemberian paspor, surat perjalanan laksanan paspor (SPLP), paslintas batas (PLB) 
dan pemberian tanda bertolak atau masuk. 
Pelayanan bagi WNA terdiri atas pemberian dan perpanjangan dokumen 
keimigrasian (DOKIM) yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu 
Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM), 
perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak dan 
pemberian tanda bertolak dan masuk. 24 
b).  Fungsi Kemanan 
Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian 
Karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring 
kedatangan dan keberangkatan orang asing ked an ari wilayah RI. Pelaksanaan 
fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan 
                                                             
23 Iman Santoso, M, 2004. Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan 
Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang, Tesis Hukum Universitas Krisnadwipayana 
Jakarta. Hal. 24 
24 Jazim Hamidi dan Charles Christian, (et.al.). Op.cit. Hal. 113 
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pencegahan keluar negeri bagi WNI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang 
ditujukan kepada WNA adalah sebagai berikut. 25 
1) melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui 
pemeriksaan permohonan visa. 
2) Melakukan kerjasama dengan aparatur kemanan negara lain, khususnya 
dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian. 
3) Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara. 
4) Melakukan pencegahan dan penangkalan. 
c).  Fungsi Penegakan Hukum 
Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum tersebut harus 
ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik itu WNI 
ditujukan kepada permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, 
kepemilikan sponsor ganda, danketerlibatan dalam pelanggaran aturan 
keimigrasian. 
Penegakan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan: pemalsuan 
identias, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, 
penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara illegal atau beada secara illegal, 
pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan. Secara 
operasional, fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi 
juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, 
dan tindakan keimigrasian. semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang 
                                                             
25 Ibid. Hal. 114 
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bersifat administratif. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat 
pro yusticia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan 
(pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan dan 
penyitaan), pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut 
umum.26 
Yusril Ihza Mahendra, S.H., selaku Menteri Kehakiman dan HAM ke- 22 dalam 
sambutannya pada Hari Bakti Imigrasi pada 26 Januari 2002, mempertegas 
tuntutan perbuahan trifungsi imigrasi dengan menyatakan: 
“Trifungsi keimigrasian yang merupakan ideologi atau pandangan hidup bagi 
setiap kebijakan dan pelayanan keimigrasian harus diubah karena tuntutan zaman. 
Paradigma konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan 
pendekatan kewilayahan (territory) yang hanya meliputi keamanan nasional 
(national security) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain 
kemanan nasional juga kemanan masyarakat (human security) dengan 
menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut agar insan 
imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya 
sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparatur yang dapat memberikan kepastian 
hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum, dan memberikan perlindungan 
kepada masyarakat. Bertitik tolak dari tantangan itu, sudah waktunya kita 
membuka cakrawala berfikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam 
(inward looking) menjadi cara pandang luar (outward looking) dan mulai 
mencoba untuk mengubah paradigm trifungsi imigrasi yang pada mulanya sebagai 
                                                             
26 Ibid. Hal. 113-114 
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pelayan masyarakat, penegak hukum dan kemanan, agar diubah menjadi trifungsi 
imigrasi baru, yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan fasilitator 
pembangunan ekonomi.” 27 
B. Penegakan Hukum 
 Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-
keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini 
adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam 
peraturan-peraturan hukum itu.28 
Penegakan hukum bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan 
mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan 
hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya 
sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat 
inimerupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang 
memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan., maupun memberikan 
hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat diajalankan atau kurang 
dapat dijalankan dengan seksama.29 Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum 
pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang 
keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum 
merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi 
kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-
                                                             
27 M. Iman Santoso, Op.cit. Hal. 25 
28 Satjipto Rahardjo, 2009. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, 
Bandung, CV. Sinar Baru. Hal. 24 
29 Ibid, Hal. 30 
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kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya 
menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, 
tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya 
dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono 
Soekanto adalah:30 
 
a. Faktor Hukum 
Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan 
antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan 
merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum 
merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu 
kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan 
sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak 
bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum 
bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena 
penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai 
kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. 
b. Faktor Penegakan Hukum 
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan 
peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, 
                                                             
30 Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum 
Cetakan Kelima. Jakarta, Raja Grafindo Persada. Hal. 8 
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ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan 
hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum 
c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat 
keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang 
diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, 
sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, 
diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana 
khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut 
karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. 
Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas 
dan banyak. 
d. Faktor Masyarakat 
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian 
di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya 
mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan 
hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat 
kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indicator 
berfungsinya hukum yang bersangkutan. 
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e. Faktor Kebudayaan 
Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan 
soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi 
yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia 
dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan 
sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, 
kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan 
peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. 
C. WNA/Warga Negara Asing 
Orang asing dalam kamus terjemahan Indonesia-Inggris diartikan juga 
sebagai stranger, foreign dan alien. Dalam Kamus Hukum, alien atau orang asing 
di definisikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari 
negara tersebut.31 WNA juga dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan 
warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia.32 Pengertian Warga 
Negara Asing (WNA) sebenarnya dapat ditinjau dari segala sisi. Pasal 7 UU 
No.12 Tahun 2006 tidak secara langsung memberikan definisi warga negara 
asing. Namun peraturan pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang 
bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai warga negara asing. 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 
                                                             
31 Najaruddin Safaat, 2008. Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor 
Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum 
Acara Pidana, Thesis Universitas Indonesi. Hal. 112 
32 Gatot Supramono, 2012. Hukum Orang Asing di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika. 
Hal. 4 
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angka 9 menyebutkan bahwa “Orang Asing adalah orang yang bukan warga 
negara Indonesia”.  
Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak saat di Indonesia. 
Kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap 
memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang. Di antara hak-hak 
perdata yang dimiliki antara lain orang asing mempunyai hak untuk melakukan 
jual beli berbagai jenis barang termasuk membeli tanah yang berstatus hak pakai 
untuk membangun tempat tinggal. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan 
perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya. Kemudian 
dengan perkawinan itu mempunyai hak untuk memperoleh warga negara 
Indonesia. Jika orang asing bekerja di Indonesia mempunyai hak untuk menerima 
upah atau gaji dan kesejahteraan lainnya.33 
Selama berada di Indonesia orang asing dapat melakukan kegiatan bisnis 
yang dipandang dapat menguntungkan dirinya. Peraturan perundang-undangan di 
Indonesia tidak menutup kemungkinan orang asing untuk berbisnis. Untuk 
perusahaan yang berbadan hukum asing tidak banyak yang memiliki kesempatan 
untuk berbisnis di Indonesia, keadaan ini diciptakan karena negara ingin 
melindungi perusahaan nasional. Meskipun demikian terdapat bidang-bidang 
tertentu yang terbuka untuk dimasuki perusahaan asing melakukan kegiatan 
bisnis. Bidang-bidang tersebut adalah bidang pertambangan minyak dan gas bumi, 
bidang angkutan laut dan angkatan udara khususnya untuk angkutan luar negeri. 
                                                             
33 Ibid, Hal. 2 
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Selain itu juga di bidang perbankan, perusahaan asing hanya dapat mendirikan 
cabangnya di Indonesia.34 
D. Tindak Pidana Keimigrasian 
Tindak pidana keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran orang di 
wilayah Republik Indonesia dimana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga 
Negara Indonesia dan tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen 
keimigrasian dan tidak ditindak lanjutkan oleh pejabat imigrasi. Institusi 
keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalulintas orang di tuntut untuk dapat 
menggantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini 
sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan 
transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimingrasian seperti paspor, 
visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal. Pembuatan pemalsuan dilakukan untuk 
memudahkan operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan 
manusia khususnya perempuan dan anak-anak dan penyelundupan manusia. 
Perdagangan orang dan penyulundupan migran lintas negara merupakan kegiatan 
yang bersifat ilegal dalam lalu-lintas orang dari satu negara ke negara lain. 
Jenis-jenis pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian yang sering dilakukan 
oleh orang asing antara lain:35 
1. melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki, seperti bekerja dengan 
menggunakan visa atau izin kunjungan. 
2. Berada di Indonesia dengan menggunakan sponsor fiktif. 
                                                             
34 Ibid, Hal. 3 
35 Jazim Hamidi dan Charles Christian.(et.al.) Op.cit. Hal. 106 
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3. Tidak melaporkan setiap perubahan status sipil, alamat domisili, pekerjaan, 
dan sponsornya ke Kantor Imigrasi setempat. 
4. Masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa, paspor palsu, atau bukan 
miliknya. 
5. Mencoba mengajukan permohonan paspor RI dengan melampirkan identitas 
palsu. 
6. Terlibat dalam jaringan sindikat perdagangan manusia. 
E. Macam-macam Izin Tinggal 
Dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian 
disebutkan: 
1) Setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki 
Izin Tinggal. 
2) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Izin Tinggal diplomatik; 
b. Izin Tinggal dinas; 
c. Izin Tinggal kunjungan; 
d. Izin Tinggal terbatas; dan 
e. Izin Tinggal tetap. 
 
a.  Izin Tinggal diplomatik : Izin Tinggal diplomatik diberikan kepada Orang 
Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik. 
b. Izin Tinggal dinas : Izin Tinggal dinas diberikan kepada Orang Asing yang 
masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas. Izin Tinggal diplomatik dan Izin 
Tinggal dinas serta perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri. 
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c.  Izin Tinggal kunjungan. 
Izin kunjungan diberikan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi 
kepada orang asing mancanegara yang dibebaskan keharusan memiliki visa 
kunjungan diberikan dalam rangka : 
1. Tugas pemerintah 
2. Usaha 
3. Kegiatan sosial budaya 
4. Kepariwisataan Izin kunjungan diberikan untuk jangka waktu 
d. Izin Tinggal terbatas. 
Izin tinggal terbatas diberikan kepada: 
1) Orang asing pemegang izin masuk dengan visa tinggal terbatas. 
2) Anak lahir dan berada di wilayah Indonesia yang berumur di bawah 18 
(delapan belas) tahun dan belum kawin dari orang tua pemegang izin tinggal 
terbatas. 
3) Anak yang lahir dan berada di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum 
kawin dari ibu warga Indonesia dan ayah tidak memiliki izin tinggal terbatas. 
4) Orang asing yang mendapat alih status izin kunjungan menjadi izin terbatas. 
e. Izin Tinggal tetap 
Izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di 
Indonesia. Perpanjangan izin tinggal tetap diajukan paling lama 60 (enam puluh) 
hari sebelum izin tinggal tetap berakhir. Dalam hal izin tinggal tetap berakhir 
sedangkan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi 
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tempat tinggal orang asing yang bersangkutan dapat memberikan perpanjangan 
sementara izin tinggal tetap paling lama (90) hari terhitung sejak izin tinggal tetap 
berakhir. 
Selain Izin Tinggal, ada beberapa istilah yang memiliki definisi terkait 
dengan perizinan, yaitu Visa Republik Indonesia adalah keterangan tertulis yang 
diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di 
tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat 
persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia 
dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.36 
F. Sanksi Penyalahgunaan Izin Tinggal 
 a. Tindakan Administratif 
Tindakan yang dilakukan oleh Pejabat keimigrasian terhadap orang asing 
yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya 
atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak 
menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan 
administrati yang dilakukan dapat berupa: 37  
1. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan; 
2. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah 
Indonesia; 
                                                             
36 Jazim Hamidi dan Charles Christian.(et.al.) op.cit. Hal. 46 
37 M.Iman Santoso, 2007. Perspektif Imigrasi, Perum Percetakan Negara Republik 
Indonesia. Hal 10.   
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3. Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah 
Indonesia;  
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke 
wilayah Indonesia.  
Tindakan Administratif keimigrasian terdiri dari :38 
1. Pencamtuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan; 
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; 
3. Larangan untuk berada di satu atau dibeberapa tempat tertentu di wilayah 
Indonesia; 
4. Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah 
Indonesia; 
5. Pengenaan biaya beban; 
6. Deportasi dari wilayah Indonesia. 
Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Imigrasi yang dimaksud dengan kegiatan 
berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum 
adalah sebagai berikut :39 
1. Melakukan propaganda atau bersimpati terhadap ideologi dan nila-nilai yang 
bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 
2. Menghalang-halangi orang untuk melakukan ibadah menurut agama yang 
diakui oleh Indonesia. 
                                                             
38 Jazim Hamidi dan Charles Christian.(et.al.) Op.cit. Hal. 91 
39 Direktorat Jenderal Imigrasi, Bimbingan Teknis Penindakan, Hotel Jambuluwuk, 
Yogyakarta, 3-5 Oktober 2012. 
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3. Merusak dan membahayakan dan tidak sesuai dengan norma kesopanan 
umum. 
4. Ejekan-ejekan yang menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat istiadat 
masyarakat. 
5. Memberikan gambaran keliru tentang pembangunan sosial dan budaya 
Indonesia. 
6. Menyuburkan perbuatan cabul melalui tulisan, gambaran, dan lainnya serta 
mabuk-mabukan di tempat umum. 
7. Tindakan biaya hidup, melakukan pengemisan baik sendiri maupun bersama-
sama. 
8. Merusak atau mengganggu ketertiban sosial dan masyarakat termasuk di 
lingkungan pekerjaan. 
9. Menimbulkan ketegangan, kerukunan rumah tangga atau masyarakat dan 
merangsang timbulnya kejahatan. 
10. Mengobarkan semangat atau hasutan yang dapat mendorong sentiman 
kesukuan, keagamaan, keturunan dan golongan. 
11. Memberikan kesempatan melakukan perjudian dan pengadudombaan diantara 
sesama rekan atau suku dan golongan. 
 
 
b. Tindakan pro justicia  
Pro justicia adalah suatu tindakan berupa pengenaan sanksi melalui 
proses/putusan pengadilan. Pro justicia  menurut kamus hukum mempunyai arti 
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untuk/demi hukum atau undang-undang. Dalam hal ini terdapat beberapa tahap 
yaitu :40 
a. Penyelidikan 
b. Penyidikan 
c. Penuntutan 
Pemeriksaan di pengadilan Penegakan hukum khususnya hukum pidana 
apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada 
hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu : 
a. Tahap Formulasi; 
b. Tahap Aplikasi; 
c. Tahap Eksekusi.41 
A. Tanggung Jawab Perusahaan terhadap TKA (Tenaga Kerja Asing) 
Penyalahgunaan Izin Tinggal  
Berdasarkan Pasal 42 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) ditentukan bahwa Tenaga Kerja Asing dapat 
diperkerjakan dalam Hubungan Kerja di Indonesia hanya dalam hubungan kerja 
untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Berdasarkan Pasal 93 ayat 2 Perka 
BKPM No.5 Tahun 2013 ditentukan bahwa untuk dapat memperkerjakan Tenaga 
Kerja Asing, perusahaan harus memiliki perizinan TKA, dengan tahapan yaitu: 
a. Memperoleh Pengesahan Rencana Pengunaaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); 
                                                             
40 Ruri Kemala Desriani, 2015. Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku 
Penyalahgunaan Izin Tinggal, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hal. 7 
41 Yoyok Adi Syahputra, 2007. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan 
Izin Keimigrasian Menurut Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian (Studi 
Kasus Pengadilan Negeri Medan) Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Sumatra Utara. Hal. 13 
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b. Memperoleh Kartu Izin Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITTAS); 
c. Memproses Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). 
Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tentunya juga harus 
selektif dan tidak boleh sembarangan dalam melakukan perekrutan dan/atau 
pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing yang dimiliki. Masalah utama dalam 
mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yaitu perihal izin tinggal yang dimiliki 
masing-masing Tenaga Kerja Asing. Apabila izin tinggal yang dimiliki telah over 
stay atau tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan oleh Direktoral Jenderal 
Imigrasi tetapi tetap mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tersebut. Maka, pihak 
perusahaan dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan izin tinggal berdasarkan 
Pasal 124 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai 
berikut : 
Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi 
atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau 
memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut 
diduga: 
a. berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 
b. Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). 
 
Setiap orang yang mempekerjakan WNA yang diketahui berada di wilayah 
Indonesia secara tidak sah dan atau izin tinggalnya telah habis telah melanggar 
Pasal 124 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Menurut Undang-Undang No 6 
Tahun 2011 tidak hanya “setiap orang” yang dapat mempekerjakan WNA namun 
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juga ada suatu korporasi yang mengandung arti kumpulan orang dan/atau 
kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum. Korporasi juga dapat menjadi Penjamin yaitu yang bertanggung jawab 
atas keberadaaan dan kegiatan WNA selama berada di wilayah Indonesia seperti 
contoh untuk bekerja disuatu perusahaan dengan Penjamin seorang yang 
mempunyai jabatan lebih tinggi di suatu perusahaan tersebut. 
H. Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal 
  
Pasal 78 ayat 3 berbunyi : Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang 
telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah 
Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal 
dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan 
Penangkalan. 
 
Berdasarkan penjelasan di atas sudah dijelaskan bahwa WNA yang tinggal 
di Indonesia tetapi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan akan dikenai 
sanksi administratif. Dalam pasal ini WNA adalah subyek hukum yang menjadi 
pelaku penyalahgunaan izin tinggal. Jenis penyalahgunaan izin tinggal ini adalah 
overstay atau berakhirnya masa berlaku izin tinggal dan masih berada di wilayah 
Indonesia lebih dari 60 puluh hari. Sedangkan untuk overstay yang kurang dari 60 
hari hanya dikenakan dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Pasal 122 menyebutkan pula: Dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): 
a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau 
melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan 
pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya; 
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b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada 
Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak 
sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang 
diberikan kepadanya.  
  
 
Pasal diatas mengandung arti bahwa pelaku penyalahgunaan izin tinggal 
tidak hanya WNA saja. Akan tetapi, ada oknum-oknum yang juga terlibat di 
dalamnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa oknum-oknum tersebut juga 
merupakan pelaku penyalahgunaan izin tinggal. Dalam ketentuan umum Undang-
Undang No 6 Tahun 2011 menyebutkan subyek-subyek hukum dalam 
keimigrasian. perbuatan dalam  Pasal 122 huruf b adalah “menyuruh atau 
memberikan kesempatan kepada Orang Asing”. Dengan demikian tidak hanya 
WNA pelaku dalam Pasal 122, namun juga ada pelaku lainnya seperti Penjamin 
WNA tersebut atau pihak perusahaan yang mempekerjakan WNA tersebut.  
Pasal 123 menyebutkan: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5(lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah): 
a. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu 
atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud 
untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau 
orang lain; 
b. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau 
Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk 
dan/atau berada di Wilayah Indonesia. 
 
Subjek hukum dalam pasal 123 huruf a adalah setiap orang, yaitu Warga 
Negara Indonesia dan Orang Asing; sedangkan pasal 123 huruf b adalah setiap 
Orang Asing. Unsur obyektif dalam pasal 123 huruf a adalah memberikan surat 
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palsu atau yang dipalsukan, memberikan data palsu atau yang dipalsukan atau 
memberikan keterangan tidak benar; sedangkan pasal 123 huruf b adalah 
menggunakan visa atau izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Unsur 
subyektif pasal 123 huruf a adalah dengan sengaja, dengan maksud untuk 
memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain; sedangkan 
pasal 123 huruf b adalah dengan sengaja, maksud untuk masuk dana tau berada di 
wilayah Indonesia. 
Pengertian unsur memberikan keterangan tidak benar pada pasal 123 
Undang-Undang No 6 Tahun 2011 dalam bidang keimigrasian adalah suatu 
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (pelaku tindak pidana) dalam proses 
permohonan atau perpanjangan dokumen keimigrasian dengan cara menyerahkan 
lampiran persyaratan yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan, berupa 
surat-surat dan sebagainya, berisi uraian, penjelasan atau petunjuk (informasi) 
yang bertentangan atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (kebenaran).42 
Dalam pasal 123 ini dapat disimpulkan bahwa hal yang pertama kali 
dilakukan pelaku adalah menyerahkan aplikasi data (berupa formulir) dan 
lampiran persyaratan yang telah direkayasa sedemikian rupa dan dilakukan 
dengan melawan hukum sehingga keterangan itu bersifat tidak sah secara hukum 
atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Pelaku melakukan perbuatan 
tersebut bertujuan untuk memperoleh atau mempergunakan dokumen 
keimigrasian yang sah. Namun dalam proses pembuatannya bersifat melawan 
42 Putri Puspita Sari,2014, Kajian Yuridis Unsur Memberikan Keterangan Tidak Benar 
pada Pasal 123 Juncto Pasal 126 Huruf C Tindak Pidana Imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Hal. 11 
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hukum, maka keabsahan dokumen keimigrasian tersebut diragukan. Subyek 
hukum yang berwenang membuat data atau dokumen keimigrasian adalah Pejabat 
Imigrasi. Dengan demikian Pejabat Imigrasi juga dapat menjadi pelaku 
penyalahgunaan izin tinggal. 
 
 
